PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1959
TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Pemerintah berdasarkan pasa 96 Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang
Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan
Bintang Garuda (L embaran-Negara tahun 1959 No. 19);

. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang

Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang;

pasa 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957

No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN  UNDANG-
UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN
TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN-
NEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal | ...
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Pasal |.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.
2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda
(Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19) ditetapkan sebagai
Undang-undang, dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia yang bertugas di
udara di masa kegiatan-kegiatan penerbangan dalam jangka waktu
antara tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 dan yang secara aktif
telah melakukan tugas-tugas penerbangan diberikan anugerah tanda

kehormatan berupa suatu bintang jasa yang bernama " Bintang Garuda".

Pasal 2.

(1) Bintang Garuda berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah
sebuah bintang berlapis tiga, dibuat dari logam berwarna perunggu

dengan garis tengah 48 milimeter :

a Lapisan pertama sebaga dasar berbentuk bintang bersudut
besar-kecil sepuluh dengan tiap ujung sudut besar terdapat

bulatan kecil;

b. lapisan ...
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b. lapisan kedua berbentuk bundar dengan garis tengah 25 milimeter
dan terdapat tulisan 1945 Garuda 1949";

c. lapisan ketiga berbentuk lukisan lambang Angkatan Udara
Republik Indonesia "SWABHUWANA PAKSA" yang terdiri
dari: seekor burung garuda yang menegakkan sayapnya
setinggi-tingginya, 5 pucuk anak panah yang digenggam oleh
cakar garuda, sebuah perisai dengan lukisan kepulauan Indonesia
atas mana burung garuda berdiri; api yang menyala menjilat-jilat
mengepung perisai, sebuah karangan manggar melingkari garuda,

masing-masing terdiri dari 17 buah.

Disebelah belakang bintang terdapat tulisan "Republik

Indonesia’.

(2) Pita dari Bintang Garuda bercorak seperti dilukiskan dalam
lampiran, berukuran lebar 35 milimeter, panjang 52 milimeter,
berwarna dasar biru tua dengan satu strip-tegak-putih perak di
tengah-tengah yang lebarnya 8 milimeter dan di tengah-tengah pita
dilekatkan suatu tanda berbentuk pesawat kecil dibuat dari logam

berwarna perunggu.

BAB II.
URUTAN TINGKATAN.

Pasal 3.

Kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda-tanda
kehormatan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III ...
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BAB IIl.
PEMBERIAN.

Pasal 4.
Bintang Garuda dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi
berdasarkan usul dari Menteri Pertahanan.

Pasal 5.

Tiap pemberian Bintang Garuda disertai dengan penyerahan suatu

piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.

Pasal 6.

Penyerahan Bintang Garuda dilakukan dengan upacara militer menurut
ketentuan Menteri Pertahanan.

Pasal 7.

Tata cara pengusulan dan pemberian Bintang Garuda ditetapkan oleh
Menteri Pertahanan.

Pasal 8.

Pelaksanaan penyerahan Bintang Garuda dilakukan oleh Menteri

Pertahanan atau oleh pejabat-pejabat yang ditunjuknya.

BAB IV ..
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BAB IV.
PEMAKAIAN.

Pasal 9.

Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan tersebut dalam
pasal 3, maka Bintang Garuda dipakai pada waktu dan menurut cara
yang berlaku untuk Bintang Sakti dan Bintang Darma seperti termaktub
dalam BAB VIl Undang-undang No. 65 tahun 1958 (Lembaran-Negara
tahun 1958 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan
Bintang Sakti dan Bintang Darma.

BAB V.
PENCABUTAN.

Pasal 10.

Hak atas Bintang Garuda dicabut apabila yang menerima :

a. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan
hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau
tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas Angkatan
Bersenjata;

b. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan
hukuman karena sesuatu kejadian terhadap keamanan Negara atau
karena desers;

c. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, di-kenakan
hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun, atau dikenakan

macam hukuman yang lebih berat;

d. diberhentikan ...



